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BUPATI NGADA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGADA 

NOMOR 62 TAHUN 2022 

TENTANG 

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGADA, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang Pelaksanaan 

Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Bajawa  Kabupaten Ngada; 

  

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, 

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 5587 

sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1213); 

6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten 

Ngada Tahun 2021 Nomor 24); 

7. Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang dan/atau Jasa  Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada (Berita Daerah 

Kabupaten Ngada Tahun 2021 Nomor 27); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA 

KABUPATEN NGADA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan. 

3. Bupati adalah Bupati Ngada. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.  

6. Direktur adalah Direktur RSUD Bajawa. 

7. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Bajawa adalah Pejabat Keuangan RSUD 

Bajawa. 
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.  

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

12. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank 

yang ditunjuk oleh Bupati. 

BAB II 

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD RSUD BAJAWA 

Pasal 2 

 BLUD RSUD Bajawa menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang 

APBD untuk diajukan kepada PPKD. 

Pasal 3 

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat pendapatan, belanja 

dan pembiayaan. 

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. 

 

Pasal 4 

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Bajawa. 

(2) Pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Bajawa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa, 

dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Bajawa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan 

mempertimbangkan:  

a. jumlah kas yang tersedia; 

b. proyeksi pendapatan; dan  

c. proyeksi pengeluaran. 

(4) Pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Bajawa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan melampirkan RBA. 
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Pasal 5 

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja 

yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur RSUD Bajawa.  

(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

memuat kesanggupan untuk meningkatkan: 

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; 

b. kinerja keuangan; dan 

c. manfaat bagi masyarakat. 

Pasal 6 

(1) Dalam pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Bajawa, Direktur menyusun 

dan menyampaikan laporan pendapatan, laporan belanja dan laporan 

pembiayaan secara berkala kepada PPKD. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat 

pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur. 

(3) Berdasarkan laporan dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Direktur menerbitkan Surat Permintaan 

Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan 

kepada PPKD. 

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD melakukan 

pengesahan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

Pasal 7 

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Direktur membuka rekening kas BLUD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber 

dari pendapatan BLUD, yaitu jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan 

pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.  

Pasal 8 

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan: 

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; 

b. pemungutan pendapatan atau tagihan; 

c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD; 

d. pembayaran; 

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan 

f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan. 

(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui pejabat 

keuangan BLUD. 

Pasal 9 

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan 

paling sedikit memuat: 

a. pendapatan dan belanja; 

b. penerimaan dan pengeluaran; 
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c. utang dan piutang; 

d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan 

e. ekuitas. 

Pasal 10 

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.  

BAB III 

PENGELOLAAN BELANJA BLUD RSUD BAJAWA 

Pasal 11 

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan 

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang 

disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan 

DPA yang telah ditetapkan secara defenitif. 

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan 

terhadap belanja BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil 

kerja sama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan yang sah dan hibah 

tidak terikat. 

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran 

persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran 

dalam RBA dan DPA. 

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati. 

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan 

tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.  

Pasal 12 

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. 

(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi: 

a. kecenderungan selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun 

berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. kecenderungan selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan 

prognosis tahun anggaran berjalan. 

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan dalam RBA dan DPA. 

(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) 

berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang 

batas. 

(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan 

dipertanggungjawabkan. 

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila 

pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja 



Dipindai dengan CamScanner 

KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 62 

Diundangkan di Bajawa 

pada tanggal 30 S ptember 2022 

J.sEKRET 

Ditetapkan di Bajawa 

pada tanggal 30 September 2022 

A,l 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ngada. 

Pasal 13 

BAB IV 

PENUTUP 

sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah diprediksi 
melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA 
tahun yang dianggarkan. 

https://v3.camscanner.com/user/download

